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Abstract
This Law research is about the protection of liberty to participate in the process 
of establishing regional regulation based on Law Number 12 Year 2011 on the 
Establishment of legislation which is reviewed fromthe perspective of human 
rights. This research is using the normative research method with background 
based on the lack and ineffectiveness of the public participation towards the 
process of formation of the local regulations in terms of the perspective of human 
rights. The analysis and discussion outlined the legal basis of the regulation of 
public participation in term of any form of public participation that can be done 
as in the end the public society would indeed be the object of the regulation. 
With the enactment of Law No. 32 year 2004 on Regional Government, using the 
principle of regional autonomy, the regional has the authority and responsibility 
to manage and coordinate the various interests of the community in accordance 
with the legislation. Therefore, the society has a significant and important 
role towards the preparation of a legal product to accommodate the interests 
and needs of the community and support all activities in the community itself. 
However, there are still problems with the effectiveness of the opportunity given 
to the public to participate in producing a legal product that is fully favor the 
interests of the community at large. 

Keywords : Public Participation, Regional Rules, Human Rights.

Abstrak
Penul�san hukum �n� berjudul tentang perl�ndungan kebebasan berpart�s�pas� 
dalam proses pembentukan peraturan daerah berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
d�t�njau dar� perspekt�f hak asas� manus�a. Penel�t�an hukum �n� menggunakan 
penel�t�an hukum normat�f, adapun yang menjad� latar belakang penel�t�an 
adalah t�dak berlaku secara efekt�f dan maks�mal part�s�pas� masyarakat dalam 
proses pembentukan peraturan daerah d�t�njau dar� perspekt�f hak asas� manus�a. 
D� dalam anal�sa dan pembahasan d�ura�kan dasar hukum pengaturan dar� 
part�s�pas� publ�k �n� juga dalam bentuk apa saja part�s�pas� masyarakat dapat 
d�lakukan, karena pada akh�rnya masyarakatlah sebaga� objek dar� peraturan 
tersebut. Dengan d�berlakukannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang 
1  Mahas�swa Program Mag�ster (S2) Ilmu Hukum Un�vers�tas Udayana, Denpasar, Bal�, Alamat : Jalan 
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I.  PENDAHULUAN
1.1  Latar Belakang 

Demokras� merupakan 
sebuah asas kenegaraan yang dalam 
pelaksanaannya d�antara Negara-
negara sal�ng berbeda.Mesk�pun 
dem�k�an, semangat demokras� tetap 
d�junjung t�ngg� t�ap Negara tersebut.
Gagasan demokras� member�kan 
konsep baru ya�tu negara hukum 
yang d�dalamnya terdapat pr�ns�p-
pr�ns�p perl�ndungan Hak Asas� 
Manus�a (HAM). B�la d�ka�tkan 
dengan demokras�, perl�ndungan 
HAM merupakan ekses dar� adanya 
demokras� yang menjam�n kebebasan 
berpol�t�k.  Sedangkan hak asas� 
manus�a mengandung  pr�ns�p-
pr�ns�p kebebasan berpendapat dan 
berpol�t�k. Agar sebuah masyarakat 
d�anggap benar-benar demokrat�s, 
harus ada perl�ndungan dalam derajat 
t�ngg� untuk pengeluaran �de-�de 
dalam bentuk yang terpubl�kas�kan, 
apakah med�umnya surat kabar, 
majalah, buku, pamflet, film, televisi, 
atau yang pal�ng mutakh�r �nternet. 
Kebebasan berpendapat sepert� yang 
ser�ng d�dengung-dengungkan akh�r-
akh�r �n�, pasca reformas�, d�mana 

seolah-olah membawa ang�n segar 
bag� masyarakat dalam mengeluarkan 
p�k�rannya serta gagasannya, 
bahkan melakukan kr�t�kan kepada 
pemer�ntah. Kebebasan berpart�s�pas� 
dalam proses pembentukan peraturan 
perundang-undangan mendapatkan 
tempat tersend�r� dalam proses 
demokras� dan reformas� yang tengah 
berjalan d� Indones�a saat �n�. Pada 
tanggal 12 Agustus 2011, Pemer�ntah 
secara resm� mengundangkan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan. Dalam Pasal 96 Undang-
Undang No 12 Tahun 2011 d�atur 
mengena� part�s�pas� masyarakat dalam 
pembentukan peraturan perundang-
undangan.

Part�s�pas� masyarakat dalam 
proses pembentukan suatu peraturan 
perundang-undangan merupakan 
suatu hal yang substans�al dalam 
mencegah adanya penyalahgunaan 
wewenang yang d�atur dalam undang-
undang. Mesk�pun produk hukum 
yang d�has�lkan belum tentu dapat 
berlaku secara efekt�f d� masyarakat 
namun set�daknya upaya ant�s�pas� 
telah d�tempuh oleh lembaga leg�slas� 
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Pemer�ntahan Daerah, dengan menggunakan pr�ns�p otonom� daerah, daerah 
mem�l�k� kewenangan dan tanggung jawab dalam mengurus dan mengkoord�n�r 
berbaga� kepent�ngan masyarakatnya sesua� dengan peraturan perundang-
undangan.  Untuk �tu maka sangatlah pent�ng peran serta masyarakat terhadap 
penyusunan suatu produk hukum untuk mengakomod�r berbaga� kepent�ngan 
dan kebutuhan masyarakat dan menunjang segala akt�v�tas dalam masyarakat �tu 
send�r�.Namun, hal yang mas�h mengganjal adalah belum efekt�f nya kesempatan 
dalam berpart�s�pas� �n� seh�ngga banyak produk hukum yang d�has�lkan belum 
berp�hak sepenuhnya pada kepent�ngan masyarakat.

Kata Kunc� : Part�s�pas� Publ�k, Peraturan Daerah, Hak Asas� Manus�a
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dalam set�ap penyusunan suatu produk 
hukum.

Sementara �tu dalam 
penerapannya ser�ngkal� hal tersebut 
t�dak dapat terlaksana secara 
maks�mal, m�salkan bentuk peran 
serta masyarakat sepert� apa yang 
d��ng�nkan oleh pemer�ntah karena 
pada akh�rnya masyarakat sebaga� 
objek dar� peraturan tersebut. Dengan 
d�berlakukannya Undang-Undang No 
23 Tahun 2014 Tentang Pemer�ntahan   
Daerah, dengan menggunakan pr�ns�p 
otonom� daerah, daerah mem�l�k� 
kewenangan dan tanggung jawab 
dalam mengurus dan mengkoord�n�r 
berbaga� kepent�ngan masyarakatnya 
sesua� dengan peraturan perundang-
undangan. Untuk �tu maka sangatlah 
pent�ng peran serta masyarakat 
terhadap penyusunan suatu produk 
hukum untuk mengakomod�r berbaga� 
kepent�ngan dan kebutuhan masyarakat 
dan menunjang segala akt�v�tas 
dalam masyarakat �tu send�r�.Namun.
hal yang mas�h mengganjal adalah 
belum efekt�f nya kesempatan dalam 
berpart�s�pas� �n� seh�ngga banyak 
produk hukum yang d�has�lkan belum 
berp�hak sepenuhnya pada kepent�ngan 
masyarakat.

Terka�t dengan permasalahan 
tersebut.maka penul�s mengangkat 
judul “Perl�ndungan Kebebasan 
Berpart�s�pas� Dalam Proses 
Pembentukan Peraturan Daerah 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 2011 Tentang Pemben-
tukan Peraturan Perundang-Undangan 
D�t�njau Dar� Perspekt�f Hak Asas� 
Manus�a”.

1.2 Perumusan Masalah
1. Baga�mana pengaturan HAM 

terka�t part�s�pas� masyarakat 
dalam proses pembentukan 
peraturan daerah?

2. Baga�manakah bentuk part�s�pas� 
masyarakat dalam proses 
pembentukan Peraturan Daerah?

1.3 Tujuan Penelitian
Dalam sub bag�an �n� menjabarkan 

hal yang �ng�n penel�t� capa� terka�t 
dengan part�s�pas� masyarakat dalam 
proses pembentukan peraturan 
daerah. Bertujuan untuk memperoleh 
anal�sa hukum yang d�perlukan untuk 
menjawab permasalahan hukum 
d�antaranya :
1. Untuk memperoleh dan 

menganal�sa berbaga� peraturan 
yang mas�h berlaku yang 
mengatur tentang peran serta 
publ�k dalam proses pembentukan 
peraturan daerah yang mana 
hal tersebut dapat d�jad�kan 
dasar hukum oleh masyarakat 
untuk akt�f berpart�s�pas� dalam 
proses penyusunan suatu produk 
hukum.

2. Untuk mengetahu� dan 
menganal�sa berbaga� bentuk 
dan med�a dalam berpart�s�pas� 
oleh masyarakat terhadap proses 
pembentukan peraturan daerah.
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II.  METODE PENELITIAN
2.1 Jenis Penelitian

Pada penel�t�an �n�, jen�s 
penel�t�an yang d�gunakan adalah 
penel�t�an hukum normat�f. Penel�t�an 
�n� menggunakan tekn�s pendekatan 
peraturan perundang-undangan dan 
pendekatan anal�s�s konsep hukum.2

2.2 Jenis Pendekatan
Penel�t�an �n� mengacu 

pada jen�s penel�t�an normat�ve 
yang mempergunakan pendekatan 
perundang-undangan, hal mana 
d�pergunakan untuk menganal�sa 
peraturan hukum dan sumber bahan 
hukum sekunder sepert� buku-buku 
yang dapat menjawab permasalahan 
terka�t.

2.3 Sumber Bahan Hukum
1. Bahan hukum pr�mer berupa 

peraturan perundang-undangan 
yang d�dalamnya d�atur tentang 
kebebasan berpart�s�pas� dalam 
proses pembentukan peraturan 
perundang-undangan khususnya 
peraturan daerah yakn� Undang-
Undang Dasar Negara Republ�k 
Indones�a Tahun 1945, Undang-
Undang No. 9 Tahun 1998 tentang 
Kemerdekaan Menyampa�kan 
Pendapat D� Muka Umum, 
Undang-Undang No. 39 Tahun 
1999 tentang Hak Asas� Manus�a, 
Undang-Undang No. 12 Tahun 
2005 tentang Pengesahan 

Internasional Covenant On Civil 
And Political Rights (Covenant 
Internas�onal Tentang Hak-Hak 
S�p�l Dan Pol�t�k), Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 
Tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan.

2. Bahan hukum sekunder, yakn� 
terd�r� dar� berbaga� l�terature 
yang terka�t dengan pokok 
penel�t�an �n�.

2.4 Teknik Pengumpulan Bahan 
Hukum
Penel�t�an �n� mempergunakan 

metode pengumpulan berbaga� 
peraturan hukum, buku-buku 
yang terka�t dengan penel�t�an 
�n�, yang kemud�an d�anal�sa dan 
d�kolaboras�kan dengan permasalahan 
hukum dalam penel�t�an �n�.

2.5 Teknik Pengolahan dan 
Analisis Bahan Hukum
Penel�t�an �n� mempergunakan 

tekn�k anal�s�s menggunakan tekn�k 
deskr�ps�, tekn�k argumentas�, tekn�k 
s�stemat�sas�.

III.  HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Pengaturan Kebebasan Partisi-

pasi Masyarakat Dalam Proses 
Pembentukan Peraturan Per-
undang-undangan
Fokus HAM adalah tentang 

keh�dupan dan martabat manus�a.Hak-
hak yang menekankan bahwa manus�a 
bebas mem�l�h t�ndakan mereka, yang 
pada dasarnya merupakan man�festas� 
dar� martabat manus�a, membentuk 
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�nt� yang mendasar� pembentukan 
sejumlah hak-hak la�nnya. Hak-hak 
pol�t�k (hak untuk mem�l�h, kesetaraan 
dalam mengakses pelayanan publ�k, 
dan sebaga�nya.3

Walaupun berkal�-kal� d�katakan 
sebaga� t�dak b�sa d�bag�-bag�, menurut 
teor� trad�s�onal, hak-hak pol�t�k 
s�p�l dan hak-hak sos�al ekonom� 
merupakan dua kategor� hak yang 
jelas berbeda, yang, sesua� dengan 
s�fatnya, t�dak b�sa d�perlakukan sama 
dan t�dak b�sa d�berlakukan dengan 
penekanan yang sama sepert� yang 
d�nyatakan pada bag�an awal teks dar� 
Deklaras� V�enna. Alasannya ada t�ga. 
Pertama, landasan teor� dar� hak-hak 
tersebut adalah t�dak sama; kedua, 
d� sek�tar dar� hak-hak tersebut ada 
�deolog�-�deolog� yang berbeda; dan 
ket�ga dan merupakan alasan yang 
pal�ng pent�ng, struktur normat�f 
dar� hak-hak tersebut dem�k�an juga 
karakternya berbeda-beda. Perbedaan-
perbedaan �n� tergantung dan terka�t 
satu sama la�n, dan dengan caranya 
mas�ng-mas�ng mempengaruh� 
perseps� kedua kelompok hak tersebut 
yang mengak�batkan adanya s�stem 
superv�s� yang mengak�batkan t�dak 
d�ber�kannya proteks� yang sama. 
Sejauh menyangkut hak-hak pol�t�k 
s�p�l dan hak-hak sos�al ekonom�, ada 
beberapa orang penul�s yang telah 
member�kan penekanan bahwa hak-
hak azas� manus�a �tu telah berkembang 
pada generas�-generas� yang mula� 

dengan hak kebebasan generas� 
pertama klas�k yang muncul pada 
abad ke 18 sepert� Konst�tus� Amer�ka 
Ser�kat dar� tahun 1787 dan Deklaras� 
Peranc�s tentang Hak-Hak Asas� 
Manus�a dan Warganegara dar� tahun 
1789; kebebasan pr�bad�, kebebasan 
berb�cara, kebebasan berser�kat dan 
berkumpul, kebebasan beragama, dan 
la�n-la�n. Kemud�an, pada abad ke 19, 
kebebasan-kebebasan �n� d�tambahkan 
sejumlah hak-hak generas� kedua yang 
muncul dar� skema kesejahteraan 
B�smack untuk para pekerja Jerman 
dan kemud�an d�tegakan pada awal 
abad ke 20 dengan pengakuan hak-
hak terhadap perumahan, pelayanan 
kesehatan dan kesejahteraan, 
pend�d�kan, dan la�n-la�n. Hak-hak 
generas� ket�ga mengacu pada hak-
hak yang t�dak d�aku� dengan jelas 
oleh konvens� hak-hak asas� manus�a 
yang asl� dar� tahun 1950-an dan 
1960an dan mel�put�, sebaga� contoh, 
hak akan hak-hak pembangunan dan 
l�ngkungan.

Deklaras� Un�versal Hak Asas� 
Manus�a termasuk daftar pendek 
tap� substans�al menyangkut hak-hak 
yang telah d�jabarkan leb�h lanjut, 
dengan penambahan sederhana, dalam 
berbaga� perjanj�an selanjutnya, 
terutama pada tahun 1966 Covenant 
Internas�onal Hak Asas� Manus�a.4

Hamp�r semuanya 
berargumentas� bahwa fondas�-fondas� 
hak-hak asas� manus�a merupakan 

4 Jack Donnely, 2003, Universal Human Rights 
in Theory and Practice 2” Edition, Cornell 
Un�vers�ty Press, New York, p.22.
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3 Manfred Nowak, 2003, Pengantar Rezim Hak 
Asasi Manusia International, (Al�h Bahasa 
oleh Sr� Sulast�n�), Mart�nusN�jhoff Publ�sher, 
Engl�sh, p.1-2.
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sumber moral dan oleh karena �tu 
sumber leg�t�mas� pol�t�k dar� hak-
hak azaz� manus�a. D� satu s�s� ada 
consensus �nternas�onal bahwa hak-hak 
asas� manus�a sedang tumbuh, d� la�n 
p�hak consensus tentang fondas�nya 
t�dak ada perkembangan. D� samp�ng 
�tu, t�dak ada perkembangan kapan 
pelanggarannya merupakan �mperat�ve 
pol�t�s. Perjuangan dalam penegakan 
hak asas� manus�a pada dasarnya 
merupakan bag�an dar� sejarah d� 
berbaga� negara, termasuk Indones�a. 
Oleh karenanya, keberadaan dan 
perkembangan budaya Indones�a 
yang “berkembang sesua� dengan 
watak bangsanya” juga t�dak lepas 
dar� pengaruh dan gar�s s�nggung 
dengan budaya as�ng, namun HAM 
bukan merupakan komod�tas import. 
Konvens� tentang hak s�p�l dan pol�t�k 
tertuang dalam Convenant on Civil and 
Politic Rights (ICCPR).Menurut �st�lah 
Kom�s� Hukum Internas�onal, hak s�p�l 
dan pol�t�k menuntut tanggung jawab 
Negara dalam bentuk obligation of 
conduct. ICCPR adalah hak negat�ve 
yang termasuk hak-hak non deragahle 
(hak absolute) yakn� hak h�dup, 
bebas dar� perbudakan, peny�ksaan, 
penahanan (karena utang), p�dana 
berlaku surut, hak manus�a sebaga� 
subyek hukum, dan hak manus�a 
dalam kebebasan berfikir, dan hak-
hak deragable, yakn� hak berkumpul, 
hak berser�kat, dan hak kebebasan 
menyatakan pendapat.5

Memperhat�kan hukum pos�t�f 
suatu Negara, t�dak dapat d�lepaskan 
dengan s�stem hukum yang berlaku d� 
Negara tersebut. Oleh karena �tu, dasar 
Negara Pancas�la dan Pembukaan 
Undang-Undang Dasar Tahun 1945 
meng�nd�kas�kan Indones�a adalah 
Negara demokras�, menjunjung t�ngg� 
supremas� hukum, serta menghormat�/
menjunjung t�ngg� hak asas� manus�a. 
Terka�t dengan kebebasan dalam 
ke�kutsertaan masyarakat dalam proses 
penyusunan peraturan hukum dalam 
hal �n� d�maksudkan member�kan 
saran atau pendapatnya, terdapat 
dalam beberapa peraturan perundang-
undangan yakn�:
1. Undang-Undang Dasar Negara 

Republ�k Indones�a Tahun 1945, 
Pasal 28 dan Pasal 28 E Ayat 
(3).

2. Undang-Undang No. 9 Tahun 
1998 tentangKemerdekaan 
Menyampa�kan Pendapat D� 
Muka Umum Pasal 2.

3. Undang-Undang No. 39 Tahun 
1999 tentang Hak Asas� Manus�a 
Pasal 23 Ayat 

4. Undang-Undang No. 12 Tahun 
2005 tentang Pengesahan 
Internasional Covenant On Civil 
And Political Rights (Covenant 
Internas�onal Tentang Hak-
Hak S�p�l Dan Pol�t�k). Dalam 
Undang-Undang �n� t�dak d�atur 
leb�h lanjut mengena� hak-
hak s�p�l dan pol�t�k yang ada 
d� Indones�a, sebab Undang-
Undang ini meratifikasi secara 
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5 Masyhur Effend� dan Taufan�SukmanaEvandr�, 
2007, HAM Dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, 
Sosial, Politik, Ghal�a Indones�a, Bogor, hlm. 
138.
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keseluruhan dar� Covenant 
Internas�onal tentang Hak 
S�p�l dan Pol�t�k. Jad� apapun 
yang menjad� substans� dalam 
Covenant Internas�onal Hak 
S�p�l dan Pol�t�k juga merupakan 
�s� dar� Undang-Undang No. 12 
Tahun 2005 �n� dan merupakan 
bag�an yang tak terp�sahkan, 
sepert� yang tertul�s dalam 
Undang-Undang tersebut, 
seh�ngga pengaturan mengena� 
kebebasan menyatakan pendapat 
d�atur dalam Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2005 Pasal 19 
Ayat 1 dan 2.

5. Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 2011 Tentang 
Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan Pasal 96.

3.2 Bentuk Partisipasi Masyarakat 
Dalam Proses Pembentukan 
Peraturan Daerah
Sebelum d�bahas leb�h 

lanjut mengena� model part�s�pas� 
masyarakat tersebut, ada ba�knya 
sed�k�t penul�s paparkan dar� sudut 
pandang sos�olog� hukum mengena� 
konsep dar� turut campur masyarakat 
secara akt�f d� b�dang hukum serta 
efektifitas dari berlakunya hukum 
tersebut. Masyarakat bukanlah 
p�hak yang pas�f, tetap� sebaga� 
p�hak yang menentukan baga�mana 
hukum �tu akan d�paka�. Dengan 
dem�k�an hukumd�s�n� bukanlah suatu 
log�ka yang d�tar�k dar� peraturan, 
namun akt�v�tas masyarakat dalam 

menggunakan atau t�dak menggunakan 
hukum tersebut.Oleh Ol�verWendell 
Holmes6 keadaan tersebut d�utarakan 
dengan sangat bagus yang kemud�an 
d�kenal dengan Holmes�an D�ctum.
Penggunaan hukum oleh masyarakat 
merupakan w�layah sos�olog�s, d�mana 
masyarakat member� pemaknaan 
send�r� terhadap hukum dan �tulah 
yang mereka jalankan.

Terka�t dengan Pasal 96 Undang-
Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan, d�s�n� dapat d�n�la� 
efektifitas pelaksanaan peran serta 
masyarakat dalam proses pembentukan 
Peraturan Daerah. J�ka yang akan k�ta 
kaj� adalah  efekt�v�tas perundang-
undangan, beberapa faktor harus d�kaj� 
untuk menguji keefektifitasan dari 
suatu peraturan perundang-undangan, 
yakn�:
a. Pemahaman tentang �s� dar� 

peraturan perundang-undangan 
�tu send�r�

b. Baga�mana cara dalam 
memperoleh pemahaman 
tersebut

c. Lembaga Negara dalam 
ka�tan dengan  ruang l�ngkup 
perundang-undangan d� dalam 
masyarakat

d. Proses kelah�ran dar� suatu 
peraturan perundang-undangan, 
d�mana d�harapkan t�dak lah�r 
secara t�dak hat�-hat� dem� 
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6 Satj�ptoRaharjo, 2010, Sosiologi Hukum 
Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah, 
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kepent�ngan sesaat, yang 
mem�l�k� kual�tas t�dak ba�k 
dan t�dak relevan dengan 
apa yang d�butuhkan oleh 
masyarakatnya.7

Dalam penerapan keharusan 
adanya part�s�pas� masyarakat sesua� 
amanat dalam TJU No. 12 Tahun 2011 
�tu, terleb�h dahulu untuk mel�hat 
pengert�an dar� konsep part�s�pas� 
masyarakat tersebut.Seorang filsuf 
bernama C�cero yang sangat terkenal 
dengan adag�umnya, ubi societas ibi 
ius, Bahwa hukum �tu d�bentuk oleh, 
dan d�berlakukan untuk masyarakat.
Part�s�pas� rakyat terka�t erat dengan 
demokras�. Pembahasan yang leb�h 
umum tentang kemungk�nan part�s�pas� 
orang awam dalam proses-proses dan 
�nst�tus�-�nst�tus� hukum men�mbulkan 
masalah-masalah teor�t�s yang sudah 
ser�ng d�temu� mengena� part�s�pas� 
dalam organ�sas� formal.Part�s�pas� 
jarang bers�fat demokrat�sas� dalam 
pengert�an fundamental.8

Dalam proses penyusunan 
suatu peraturan perundang-undangan, 
terdapat suatu �nteraks� yang 
terjad�, yang mel�batkan berbaga� 
p�hak pemangku kepent�ngan 
yakn� pemer�ntah/pemer�ntah 

daerah, lembaga sos�al d� dalam 
masyarakat, akadem�s�, kalangan 
profess�onal, organ�sas�-organ�sas� 
kemasyarakatan dan berbaga� lap�san 
masyarakat pemangku kepent�ngan. 
Mereka yang secara emos�onal, 
secara akadem�s� mungk�n mem�l�k� 
kepent�ngan yang sama dan berusaha 
untuk memperjuangkan berbaga� 
masalah yang d�hadap� dan d�car�kan 
pemecahannya.

Dalam penyusunan suatu 
peraturan daerah, dapat bert�t�k 
tolak dar� adanya suatu part�s�pas� 
masyarakat dan mereka yang mem�l�k� 
kepent�ngan terhadap peraturan 
daerah tersebut, yang bertujuan 
untuk menghas�lkan masukan-
masukan serta pandangan-pandangan 
yang berguna dalam men�ngkatkan 
kual�tas pengamb�lan keputusan. 
Dengan mel�batkan banyak pemangku 
kepent�ngan apalag� dapat mel�batkan 
masyarakat yang akan terkena dampak 
langsung atas suatu peraturan tersebut, 
para pengamb�l keputusan dapat 
memperoleh berbaga� pengalaman, 
kebutuhan dan penghargaan dar� 
berbaga� elemen masyarakat, untuk 
kemud�an d�tuangkan dalam suatu 
konsep dem� kesempurnaan suatu 
produk hukum yang d�has�lkan.9

Part�s�pas� publ�k yang 
d�maksudkan dalam penel�t�an �n� 
adalah terka�t dengan peran serta 
berbaga� elemen masyarakat d�luar 
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7 Achmad Al�, 2009, Menguak Teori Hukum 
(Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial 
Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-
Undang (Legisprudence), Prenada Med�a 
Group, Jakarta hlm. 378.

8 Roger Cotterrell, 2012, Sosiologi Hukum 
TheSosiology of Law, D�terjemahkan oleh 
Narul�taYusron. Nusa Med�a, Bandung, hlm. 
426.
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Total Med�a, Yogyakarta. hlm. 71.
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pemer�ntah daerah dan DPRD dalam 
menyusun dan membentuk rancangan 
peraturan daerah. Dapat terbag� dalam 
dua elemen part�s�pan yakn� : pertama, 
dar� unsur pemer�ntahan d�luar 
DPRD dan pemer�ntah daerah sepert� 
lembaga-lembaga Negara la�nnya 
yakn� kepol�s�an, kejaksaan, dar� unsur 
pengad�lan, perguruan t�ngg�. Kedua, 
dar� elemen masyarakat, ba�k �nd�v�dual 
maupun organ�sas� soc�al sepert� LSM 
maupun elemen masyarakat yang 
mem�l�k� keahl�an ataupun pengalaman 
terka�t. Adapun peran serta berbaga� 
p�hak d�luar DPRD dan Pemer�ntah 
Daerah sangatlah pent�ng yakn� untuk 
memperoleh berbaga� masukan, 
pengetahuan, pengalaman dar� 
berbaga� elemen masyarakat tersebut, 
untuk menjam�n perda sesua� dengan 
permasalahan nyata yang ada d� dalam 
masyarakat, untuk menumbuhkan s�kap 
bertanggungjawab dan menjunjung 
t�ngg� kepatuhan akan peraturan yang 
telah d�buat bersama tersebut.10

Dalam pelaksanaan urusan 
pemer�ntahan, khususnya dalam 
proses penyusunan Peraturan Daerah, 
part�s�pas� masyarakat sangat bervar�as� 
tergantung kond�s� dar� masyarakat 
�tu send�r�. kond�s� masyarakat dan 
l�ngkungannya. Bentuk-bentuk 
part�s�pas� yang d�lakukan oleh 
berbaga� elemen masyarakat yang 
d�salurkan dem� kesempurnaan 
suatu produk peraturan perundang-
undangan sangatlah d�pengaruh� oleh 

kual�tas dar� sumber daya manus�a �tu 
send�r�, kepekaan lembaga pend�d�kan 
atau lembaga-lembaga sos�al maupun 
profes�onal terhadap permasalahan 
hukum yang terjad� d� masyarakat. 
Pember�an pendapat ataupun saran 
dapat d�lakukan melalu� cara langsung 
ya�tu dengan turut serta secara 
keseluruhan maupun beberapa bag�an 
saja dalam perumusan suatu peraturan 
daerah yang d�lakukan ba�k oleh 
lembaga eksekut�f maupun lembaga 
leg�slat�f. Bentuk pember�an saran 
melalu� cara t�dak langsung yakn� 
dengan melakukan suatu keg�atan yang 
sek�ranya dapat member�kan pengaruh 
dalam proses pembentukan produk 
hukum tersebut, yakn� contohnya 
adalah demonstras� atau unjuk rasa.11

Dengan adanya suatu part�s�pas� 
publ�k, d�harapkan suatu produk hukum 
akan mem�l�k� manfaat keberlakuan d� 
dalam masyarakat. La�n dar�pada �tu, 
part�s�pas� juga member�kan dukungan 
pol�t�k dar� masyarakat terhadap 
pembentukan produk hukum.Lembaga 
leg�slat�f, yakn� DPR/DPRD d�tuntut 
untuk membuka kesempatan yang 
seluas-luasnya bag� ruang part�s�pas� 
masyarakat.

IV.  PENUTUP
4.1  Simpulan
1. Dalam menegakkan hak 

asas� manus�a, pada dasarnya 
merupakan bag�an dar� 
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11 IzaRumesten R.S, Model Ideal Partisipasi 
Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan 
Daerah, Jurnal D�nam�ka Hukum Vol. 12 No. 
1 Januar� 2012, hlm. 143.



158

Magister Hukum Udayana
E-ISSN 2502-3101
P-ISSN 2302-528XJurnal

(UDAYANA MASTER LAW JOURNAL)
•  Me� 2016

kebudayaan dan sejarah d� 
berbaga� negara, termasuk 
Indones�a. Menurut �st�lah 
Kom�s� Hukum Internas�onal, 
hak s�p�l dan pol�t�k menuntut 
tanggung jawab Negara dalam 
bentuk obligation of conduct. 
ICCPR adalah hak negat�f yang 
termasuk hak-hak non deragable 
(hak absolute) yakn� hak 
h�dup, bebas dar� perbudakan, 
peny�ksaan, penahanan (karena 
utang), p�dana berlaku surut, hak 
sebaga� subyek hukum, dan hak 
kebebasan berfikir, dan hak-hak 
deragable, yakn� hak berkumpul, 
hak berser�kat, dan hak 
kebebasan menyatakan pendapat. 
Terka�t dengan kebebasan 
dalam penyampa�an masukan 
dan saran oleh masyarakat 
dalam proses penyusunan suatu 
produk hukum, terdapat dalam 
beberapa peraturan hukum 
yakn� Pasal 28 dan 28E ayat 
(3) UUD NRI Tahun 1945, 
Undang-Undang No. 9 Tahun 
1998 tentang Kemerdekaan 
Menyampa�kan Pendapat D� 
Muka Umum, Undang-Undang 
No. 39 Tahun 1999 tentang Hak 
Asas� Manus�a, Undang-Undang 
No. 12 Tahun 2005 tentang 
Pengesahan Internasional 
Covenant On Civil And Political 
Rights (Covenant Internas�onal 
Tentang Hak-Hak S�p�l Dan 
Pol�t�k) dan Pasal 96 Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 

Tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan.

2. T�t�k tolak dar� penyusunan 
peraturan daerah adalah 
part�s�pas� dar� masyarakat. 
Adapun yang menjad� tujuan 
dar� peran akt�f masyarakat 
adalah untuk mendapatkan �nput 
dan pengalaman yang dapat 
d�gunakan dar� berbaga� elemen 
masyarakat yang mem�l�k� 
kepent�ngan dalam upaya 
mena�kkan kual�tas suatu produk 
hukum, Dalam adm�n�stras� 
negara, khususnya dalam proses 
penyusunan suatu produk hukum, 
part�s�pas� masyarakat mem�l�k� 
berbaga� var�as� tergantung 
tempat dan waktu, kond�s� 
masyarakat danl �ngkungannya 
Pember�an masukan dan saran 
dapat d�lakukan melalu� cara 
langsung ya�tu dengan turut 
secara keseluruhan atau beberapa 
bag�an dar� proses perumusan 
perpu atau perda ba�k d�lakukan 
melalu� lembaga eksekut�f atau 
leg�slat�f. Part�s�pas� melalu� 
cara t�dak langsung yakn� dengan 
melakukan suatu akt�v�tas 
yang sek�ranya dapat member� 
pandangan terhadap proses 
penyusunan produk hukum. 
D�mana cara b�asa yang dapat 
d�lakukan adalah demonstras� 
atau unjuk rasa.
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4.2  Saran
Untuk leb�h menggugah m�nat 

publ�k untuk berperan akt�f dalam 
proses penyusunan produk hukum, 
terutama bag� masyarakat yang terkena 
langsung peraturan tersebut, penul�s 
menyarankan agar d�bentuk suatu 
pan�t�a kerja khusus oleh pemer�ntah 
daerah. d�mana t�m tersebut bertugas 
terjun langsung ke masyarakat untuk 
mensos�al�sas�kan dan menyampa�kan 
program pemer�ntah seh�ngga 
d�harapkan pemer�ntah dalam 
pembuat suatu produk hukum daerah 
benar-benar sesua� dengan kebutuhan 
rakyatnya yang nant�nya peraturan 
tersebut d�harapkan dapat berlaku 
secara efekt�f.
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